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ABSTRAK 
TINGKA T KEMANDIRIAN KABUPATEN ACEH T AMIANG DARI ASPEK 

KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH 

NAMA : Syahrum 
N I M : 051801038 
Program Studi : Magister Administrasi Publik 
Pembimbing I : Drs. Kariono, MA 
Pembimbing II : Taufik Siregar, SH, M.Hum 

Pelaksanaan sistern desentalisasi yang lebih mengedepankan prinsip otonorni 
daerah menuntut sernua pihak untuk rnelakukan perubahan dan pemaharnan tentang 
tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban 
untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara tertib dan transparan, terutama dalam 
rnemenuhi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kemandirian Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau dari aspek keuangannya dalam 
melaksanakan otonomi daerah. 

Sumber data selama kurun waktu 2004 - 2006 merupakan data sekunder yang 
diambil dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Aceh Tamiang, Kantor Bappeda, 
Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang serta 
Biro Keuangan dan Kantor Badan Pusat Statistik Propinsi Aceh Nanggroe 
Darussalam. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah derajat otonomi 
fiskal, rasio DAU terhadap APBD, indeks kemampuan rutin, tingkat efisiensi dan 
efektivitas serta upaya fiskal. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten 
Aceh Tamiang dari aspek keuangan masih relatif rendah di mana rata-rata peranan 
PAD terhadap total penerimaan daerah hanya sebesar 4,47%, tingkat ketergantungan 
terhadap pemerintah pusat rata-rata sebesar 33,40%, indeks kemampuan rutin dalam 
membiayai belanja rutin rata-rata hanya sebesar 6, 13%, tingkat efisiensi pengelolaan 
PAD rata-rata sebesar 9,41% dan tingkat efektivitasnya rata-rata sebesar 117,04%. 
Posisi fiskal daerah dari dimensi UPP AD menunjukkan bel urn kuatnya upaya 
pengumpulan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu 
rata-rata 2, 70 selama peri ode analisis. Dari dimensi Indeks Kinerja PAD, posisi fiskal 
Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan rata-rata 0,61 atau lebih kecil dari satu 
selama periode analisis dan dikelompokkan pada kategori lemah. 

words : Otonomi Daerah, Tingkat Kemandirian, Aceh Tamiang 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintrah Pusat dan Daerah telah 

menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan 

hubungan Pusat dan Daerah. Dampak perubahan yang luas dan mendasar khususnya 

dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 disebut 

perimbangan keuangan. 

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sesuai UU Nomor 32 tahun 

2004 tersebut, bahwa pemberian otonomi kepada daerah kabupaten!kota didasarkan 

atas azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan 

bertanggungjawab. Pemberian kewenangan atas dasar asas desentralisasi tersebut, 

rnenyebabkan semua bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam 

rangka pelaksanaan otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab 

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota sepenuhnya, baik yang menyangkut 

penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan 

evaluasi. 
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Kebijaksanaan otonomi daerah melalui UU Nomor 32 tahun 2004, 

memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya Kabupaten dan 

Kota. Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka mengembalikan harkat dan 

martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka 

peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di 

daerah, peningkatan percepatan pembangunan daerah dan pada akhimya diharapkan 

pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik (good governance). 

Pemberian wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam UU 

Nomor 32 tahun 2004 tersebut, harus diimbangi dengan pembagian sumber-sumber 

pendapatan yang memadai yang mampu mendukung pelaksanaan wewenang dan 

tanggung jawab yang diberikan. Demikian pula halnya dengan implementasi UU 

Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah, khususnya yang menyangkut dana perimbangan, yang diharapkan mampu 

mendukung pelaksanaan UU Nomor 32 tahun 2004, masih diragukan kemampuannya 

dalam memenuhi semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan 

kepada daerah. 

Di era otonomi saat ini, upaya untuk tetap mengandalkan sumbangan dan 

bantuan dari Pemerintah Pusat atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi sudah 

"dak: bisa dipertahankan lagi. Otonomi menuntut kemandirian daerah di berbagai 

idang, termasuk kemandirian dalam mendanai pelaksanaan pembangunan di 

ahnya. Oleh karena itu daerah dituntut agar berupaya untuk meningkatkan 

2 
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